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Dalam Kasus Paving

Ialan Gajah Mada
DENPASAR - Kasus dugaan ko-

rupsi pedisterian atau pavingisasi
Ialan Gajah Mada Denpasar, temya-
ta sudah menetapkan dua tersangka-
Bahkan, penyerahan berkas tahap
sarudari Polrestake Kejari Denpasar
pun sudah dilatutcaa.-

"Berkas perkaranya sudah diser-
ahkan, masuk tahap ke sahr. Nanti
jalcsa peneliti melakukan penelitian
atbs berkas tersebut," ungkap sum-
ber koran ini di Kejari Denpasar.

"Kalau tidaksalah ada dua atau
tiga tersangka sr

) Baca Dua... Hal 3l

hal t.
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Sambungan dari hat 2l
sudah mulai diteliti oleh pihak
kejari. "Yang masuk baru dua.
Masak infonya ada tiga ter_
sangka? Yang masuk ke kami
baru dua," imbuhnya.
Infonya selain dari rekanan

ada dari unsur DTRp (Dinas
Tata Ruang dan perumahan)?
"Belum ada Baru dua masukdari
polrestai' ungkapnya Dua nama
itu adalah Alit Widhiadnvana,
32, yarryadalah putra ketatriran
Thbanan ll September 19g2. Dia
adalah Direknu pTAlir Wirajaya
yang menggarap prcyek pediste_
rian Ialan Gajah Mada. Dengan
alamat Ialan Cokoaminoto Gang
Angsa Nomor8 Denpasar.

- Sedangkan tersangka
kedua adalah Ngurah Kosa-
la Cakrawethi, 32, kelahiran
Iembrana 17 Novemner l9Bl.
Dia adalah Direkur CV Unika
Desain, sebagai konsultan pen-
gawas proyek pedisterian Jalan

Gajah Mada. Densari alamat
Ialan Nangka Gan{Kakak Tua
I Nomor I Denpasar.

Atas informasi ini, koran ini
berusaha mencari sampul berkas
perkara di Polsresta Denpas-
ar. A.lctrimya didapatkan, pros-
es singkat te4adinya kasus ini.
Dengan nomor berkas Bp/39/
III/20 f 5/Reskrimsus polresta
Denpasar. Berdasarkan sam-
pul' berkas perkara, disebutkan
terjadi perkara tindak pidana
korupsi pada peke4aan kbgiatan
pedisterian di lalan Gaiah Mada.
Pekerjaan itu dilaksanakan oleh
PI Alit Wirajaya dengan nomor
kontrak 650/612/DTRP / 2012.
Dengan tanggd kontak 2l Mei
2012. Kontrak ini dilakukan an-
tara Pejabat Pembuat Kornitnen
(PPK) Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Denpasar (DTRP) I
Dewa Cipta SudewaAunaja den-
San T tfft Wiraiaya atas nama

Dua dari rekanan dan ada
satu dari unsur pemkot Den-
pasar," sanibung sumber tadi.

Kasi Pidsus Kejari Denpasar
Wayan Sutarjana ketika dikon-
firmasi membenarkan memang
sudah ada penyerahan berkai
perkara atas dugaan kasus korupsi
pavingisasi di Ialan Gajah Mada.
"Sudah ada Memangpihakpeny-
idik di Polresta sudah menyerah-
kan berkas. Ini namanya tahap
kesatu, tugas kami melakukan
penelitian atas berkas itu. Dan.
jaksa peneliti sudah dlrunyuk,';
ungkap Sutarjana. "Salah satu
jaksa Ibu Yusmawati selakr jalsa
penelitij'imbuhnya.

Namun, jaksa asal Susut, Ban-
gli, ini mengatakan baru dua
berkas yang masuk ke kejari.
Artinya, dua berkas tersangka
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Alit Wdhiadnyana. Dengan nilai
kontrak Rp 2,5 miliar lebih atau
Rp 2.520.000.000.-Provekini 

sudah ada adendum
( nerubahan kontrak), namun da-

iam penge4aant'tya tidak dikeria-
kan sesuai adendum. Sedangkan
peran singkat dari tersangka II,
Nzurah Kosala Cakra Werti se-

laku Oirekur CV Unika Desain,

sebagai konsultan Pengawas
yang bekerja sebagai konsul-
tan berdasarkan kontrak kerja
berdasarkan Surat Perjanjian
Kerja (SPK) Nomor 650/615/
DTBP/20 1 2 tan ggal 2l Mei 2012.

Konsultan ini dinYatakan tidak
melakukan pekerjaan Penga-
wasan sesuai dengan kontrak

Dengan kondisi ini, baik PI Alit
Wirajala tidak melakukan Peker-
jaan sesuai kontakdan PT Unika
Desain tidak melak*an Penga-
wasari. Bahkan, Pihak Pengawas
juga menandatangani laPoran

dilalukan penghitungan kerugian
negara berdasarkan hasil audit
BPKP perwakilan Bali Nomor
SR-573/PWz2 I 5 / 2or 4 tanggal
29 September 2014 atas dugaan
tipikor dalam pavingisasi di falan
Gajah Mada ditemukan kerugian
negara Rp 210.il1.795 atau RP 210
jutalebih.

Dua tersangka' ini melanggar
Pasal'2jo Pasal lB subsiderPasal
37b Pasal lB Undang - Undang
N Nomor 3l Thhun 1999 tentang
Tipikoa sebagaimana telah diu-
bah dengan Undang - Undang
Nomor 20 Tbhun 2001 tentang
undang - undang yang sama.
Dalam berkas itu terdapat tanda
tangan dari penyidik Nengah
Sudiarta dan I Putu Carlos Doles-

git. Dua orang ini adalah penyidik
Reslaimsus Polresta Denpasar.

Kepala Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Kota Denpasar
Made Kusuma Diputra ketika
dikonfirmasi membenarkan
nilai proyek dengan nilai kon-
trak Rp 2,5 miliar tersebut. "Ya,
Pa( nilainya memang sejurnlah
dua miliar lebih dan kontraknya
sudah tahurr 2012 lalui' ujamya.

Disinggung mengenai dua
tersangka yang telah ditetapkan
Polresta Denpasa4 Made Kusu-
ma Diputra mengalu tidaktahu.
"Saya belum dengar masalah
ditetapkan dua tersangka terse-
but.,Saya juga baru dengar ini.
Maafya saya tidaktahu j' ujamya
(artlhen/yes)

kemajuan fisikpekerjaan minggu
ke-30 yang menyatakan pekerjaan
telah mencapai 100 persen. Surat
tersebut digunakan mengajukan
termin pembayaran. Sehingga
'pembayaran diterima sampai
l0O persen.

Berdasarkan surat ketua Iunrsan
Teknik Sipil Unud Nomor 639/
LlN. 14. 1.31. 1.2/PM.03/20r3 yang
melak*an kaiian pembuatan pe-
disterian Gajah Mad4 tertanggal 5
Desember 2013, dari hasil kajian
tersebut, ditemukan kelcrrangan
volume yang tidak sesuai dengan
RAB kontrak adendum. Total
biaya yang kurang real cost Rp
279,2 juta lebih, PPN 10 persen
Rp 27,9 juta lebih dengan jum-
lah Rp 307,2 juta lebih. Setelah

lvt.z
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KASUS CAIIDRA

BERSAKSI: Made Senaya (kiri) saat bersaksi untuk
terdakwa Wayan Candra di Pengadilan Tipikor
Denpasar, kemarin.

Saksi Dikejar Soal
Kapal Cepat Rocky

DENPASAR - Rumor tentang kepemilikan
kapal cepat Rocky dengan rute Sanur-Nusa
Lembongan muncul dalam sidang kasus
korupsi dengan terdakwa mantan bupati
Klungkung Wayan Candra, kemarin (l/4).
Namun, hal itu langsung dibantah oleh saksi I
Made Senaya saat dikejar oleh Jaksa Penuntut
Umum (fPU) di Pengadilan TipikorDenpasar.

Senaya dengan tegas mengatakan itu mi-
liknya sendiri. Dia mengaku dengan dana
pribadi, dan saat ini bernaung di bawah PT
Tirta Segara. "Saya punya sendiri, *

) Bacq Saksi... Hal 31

hot.r
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Berkas Tim g Segera Disidang
r SAKSf v diungkapkan IGsi tnret Kejafi Klungkmg Suiadi,

Sambungan dari hat 21 Fngiuga meniadi fPU dalam kasus Can&a. "su-

sahamnya juga,uyu punyu 
"".,di,i-uyulu,,s lilffiHl,*ili:'ffilfrtdffi*H$:*

membeli dengan dana pribadi di hawah pr rirti hikim. t tantinya a6n disidanekan ii peneadiran
Segara," ungkapnya membanrah rumor tersebut. Tipikori' ungkdp Suh"ai i"-."fi" ' -

senaya iuga menjelaskan, memang antara Dia meng"ataiarr, hahwa untur Tim 9 dibasiposisi dirinya dengan Candra ada kedekatan menjadi rig"a berkas. ou" y"" jaiaup"J.*1"'#
ll!:l'l* :":l llr*n (pura).leluhur. "Sa1a ini, malahiuttan ada p"";,,;,r'i*. ,ri-q"rili,Jir".
dengan Pak candra satu kawitan (leluhur.)i' Berkas pertama beriiikan iiga terddtwa, yatni
ungkap Senaya, dengan gaya rambut nyentrik. terdakwa Ketut lanapria seliku mantan dekda

^^D-iajqgamenielasl€nbahu/atahunz)l0da'tahur Krungkurg tMadeNgirrah dan,rasagungMastini
201 I rerkairdengancaratrnrcleningadaalimn dana yang manian kepala'BrN KabupatoriKul,ekune.
sa*r Ke rer\emng(nndra dengan nilai Rp 25juta dan Maieris hakimnla adarah retua majetis 

"Besri"n

Rp I l. juta. Selain itu, saki juga pemah meminjan Sihombing sena anggota, Sumadi da; Hartono.
yang-ke ()nd1a delqan nilai Rp lm jula dan Rp lS0 Semenraia pada birlas perkara kedua, deneanjuta.Namun, fungsidana ini-tidakdiielaskan s€cara empat lerdakwa},alari. n"ri,qnrrl* N**ih n-*?-"
ceratt. uangttu suda-h saya kembalikan,,tidak lelas lNyoman Raha)tr, Made sugarthi, dar r lNi,jmai
waktu itu untukapa.lGrern sudah lam4" lanjLrrnya sukantra. unnriberlis perliara kedua ini, <iengan
di hadapan Ketua N,raJeiis ttukimHasoloan Sianturi majelishakim l\.tuGdeilaryadi sebagaiketuafian
dananggotanya, Sumali serta flartono. anggota Guntur serta Miftahul Chotis.

saksi lain juga diperiksa adarah I Gede suadiarta Untuk berkas perkara ketiga, berisikan dua
terkait dengan kedit di Bankparta Kencana. Soal terdakwa, yakni ierdakwa I Gusti Ngurah Gede
tanah, Kadus di Gunaksa pasek Ariawan iuga dan I Gusti cde Wiratmadja. .l.erhad'ap perkara
Slllll^f=t':"ryya. HanF saja saksi ini ridak ini, akan disidangkan oreh ma;elts haiim yanl
fl"1:111l1Tf f"lt Kuge€ sepeni penielasan {ln-rmpin oleh cening r}udiana dan anggoti
ja(sa merurkr tanai di cunaksa. Miftahul dan Nurbaya. Seperti halnya b"drita

Sementara itu, terkait berkas Tim 9 y€ng juga sebelumnya, nilai total dugaan korupsi dan
terkait dengan kasus peneadaan lahan Dermaga gratifikasi atas terdakwa Caidra adala'h np eo
cunal."4 dikatakan sudah dilimpahkaa. Hal iru ;iliar lebih atau Rp oo.ozo.osa.zre. lartTyis;

\al. z
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Ketika Nyoman Parta dan Para Bidan Mempertanyakan Masa Depan

Minta Pemerintah Peduli
Puluhan petugas bidan

PTT (pcnrwai tidak
tetap) yang sebelum-
nya diangkat melalui
Surat Keputusan (SK)

pemerintah pusat dan
ditempatkan di seluruh
kabupaten/kota di Bali,

kemarin (l/4) kemba-
li mendptangi kantor
Badan Kepegawaian

daerah (BKD) Provin-
si Bali. Mereka ingin
mendapat kejelasan

statusnya,

Mengaduke BKD Bali,

BERMUATAN POLITIS? : Nyoman Parta nengaku berusaha mencarikan
solusi ke pusat terkaii kejelasan nasib petugas bidan pTT.

Badung, namun sampai seka-
rang juga teman-teman belum
mendapat jawaban," akunya

Bahkan lebih miris lagi, den-
gan usia mereka yang sudah
tua, dengan pengabdian se-
lama sembilan tahun, hal itu
juga menjadi kendala bagi para
bidan PTT untuk mengikuti
formasi tes CPNS. "Mereka ti-
dak mungkin tagi bisa ikut (for-
masi tes CPNSI karena sudah
terbentur usia. Kalau mereka
tetap bertahan masa kerja yang
dimiliki kembali ke nol. Selain
itu, tuniangan lain di luar gaii
pokok lang diperoleh sekarang

iuga dipangkas sehingga teman-
teman mereka hanya menerima
gaji sekitar Rp 1,7 belum terma-
suk dipotong pajak,' terangnya.
Menanggapi aduan per-

wakilan bidan PTT, Kepala BKD
Provinsi Bali Ketut Rochineng
menyatakan bahwa, semes-
tinya pemerintah kabupaten
tempatbidan PTT ditempatkan,
seharusnya bisa mengusulkan
melalui formasi khusus. "Kalau
kembali ke nol, maka peng-
abdian mereka akan sia-sia.
Apalagi mereka sudah memiliki
pengamanan dan bisa dika-
takan sebagai tenaga handal,
harusnya bisa dimanfaatkan
dan diusulkan untuk bisa di-

angkat iadi PNSj' tandasnya.
Uniuk itu, Rochineng me-

minta kepada Bidan PTT ini
untuk melengkapi administasi
semua datanya untuk disam-
paikan kepada gubernur Bali.
Sehingga, nanti gubemur dapat
mengeluarkan rekomendasi.
"Rekomendasi inilah yang nan-
tinya akan dibawa ke pusat agar
semua Bidan PTT langsung bisa
diangkat oleh pusat dan kami
akan peiuangkan j' terangnya.

Sementara itu Ketua Fraksi
PDI Perjuargan Nyoman Parta
menyampaikan, saat kuniun-
gan DPR-RI ke gedung Wiswa
Sabha beberapa waktu lalu,
sudah pemah memerintal*an
pada pemerintah agar segera
mengangkat semua Bidan PTT
baikyang mengantongi SK Pusat
maupun SK di daerah mas-
ing-masing. Namun sampai
saat ini belurn ada kejelasannya
dan terbuki sampai saat ini na-
sibnya pata bidan PTT takjelas.
Setelah rekomendasi gubemur
keluar, DPRD Bali.iuga akan ikut
melampiri rekomendasinya.
"Kasihan mereka. Kami siap
memperiuanSkan dan kami
akan usulkan unruk dibahas di
Kongres PDIP berama wakil-
h"kil ralgat di pusatj'pungkasn-
ya. (dldtk dwl praptono/ptt)

PULUHAN petugas bidan
PTT dari perwaklan 430 bidan
PT'I se-Bali itu untuk kembali
rnengadukan nasib mereka.
Didampingi Ketua Fraksi PDIP
DPRD Bali, Nyoman Parta,
para perwakilan bidan PTT
itu mesadu soal ketidakpastian
nasib mereka.

Ini seperti yang disampaikan
koordinator perwakilan Bidan
PTT Ni Wayan Nurlalu. Dalam
kesempatan itu, dia menya-
takan bahwa kedatangannya
ke kantor BKD Bali itu )akni
untuk meminta kepada pemer-
intah agar bisa mempe{uang-
kan nasib mereka. Dikatakan,
meski segala upaya pernah
dilakukan mulai dari upaya
mendatangi Menteri Penday-
agunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Men-
PAN-RB), Mented Kesehatan
dan mendatangi staf kepres-
idenan RI di lakarta, namun
upaya-upaya itu diakui tak.
membuahkan hasil.

Terlebih kata Nudalu, kondisi
ini diakui palirig parah dialami
rekan-rekan bidan PTT di Ba-
dung. Seiumlah bidan PTT di
Badung diakui bahwa hingga
Apri.l 2015 ini juga tak kuniung
mendapat SK kontrak. 'Pada-
hal kami sudah. berupaya un-
tuk mengahadap watil bupati
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Peratagn Aset di Klungkung

BeluunMaksim
Pansus Temukan
SIM Penggarap
Berpindah Tangan

DENPASAR' - Fanitia Khusus
(Pansus) Aset DPRD Bali terus
menelusuri pengelolaan aset-
aset milik Pemerintah provinsi
(Pemprov) Bali. Setelah sebel-
umnya tim pansus DPRD Bdi
melakukan penelusuran as-
set pemprov Bali di Badung,
kemarin (1/4) Pansus Aset di
bawah pimpinan Ketua Pansus
Aset DPRD Bali Wayan Gun-
awan melakukan penelusu-
ran aset di Klungkung. Dalam
kunjungannya ke Klungkung,
rombongan Pansus Aset DPRD
Bali yang berjurnlah sekitar 14
orang tersebui diterima langsung
oleh Pelaksana tugas (PlQ Sekda
Klungkung IB Sudarsand,;kepala
Dinas Petemakan, Perikanan dan
Kelautan Pemkab Klungkung,
kepala Dinas Kesehatan, kepala
Dinas Pertanian,.kepala Dinas
Perhubungan, kepala Dinas
Pendidikan, kepala Bidang Aset

al

wayan Gunaw#Krum'ru

Pemkab Klungkung serta Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
IGbupaten Klungkung.

Dari kunjungan Pansus Aset
kq Klungkung, dinilai banyak
aset- aset Pemprov Bali yang ada
di kabupaten kota belirm tertata
dengan baik. Bahkan di kabu-
paten Klungkung khususnya
aset-aset berupa tanah sawah
surat izin menggarap (SIM)
banyak yang sudah berpindah
tangan tanpa sepengetahuan
pemerintah provinsi.

Seperti ditegaskan Ketua Pan-
sus Aset DPRD Bali Wayan Gu-
nawan usai melakukan kunjun-
qa" dan pendataan ass i
Pemkab Klungkung kemarin,
selama ini dalam pengelolaan
aset-aset Pemprov banyak yang
biflum jelas apakah dikerjasa-
makan atau dipinjam pakai.
"Kamifurun ke kabupaten, karni
ingin mendapatkan data fakual
mengenai keberadaan asetPem-
prov di semua kabupaten dan ini
menjadi pekerjaan besar Pansus

]SetlujarwayanGunawan.'

Politisi Golkar asal Kabupaten
Bangli ini menjelaskan, total
aset Pemprov Bali yang ada di
Kabupaten Klungkung mencapai
974 bidang tanah. Dari jumlah
iiu sama dengan 23 hektare
berupa tanah sawah dan tanah
tegalaniAset-aset tersebut ada di-
manfaatkan untuk pembenihan
ikan, peternakan, pendidikan
pengkajian pertanian. Tanah-
tanah sawah di Klungkung cukup
banyak digarap oleh masyarakat.
Namun demikian, terkait kon-
tribusi kepada Provinsi untuk
ikut mendongkrak pendapatan
asli daerah (PAD) sangat kecil.
"Kontribusinya sangat kecil dan
selama ini pembagian hasilnya
60 unnrk provinsi dany!0 peng-

garap/'bebemya.
Semua aset yang ada, Pansus

Aset berkeinginan untuk menge-
tahui mengenaikepastian hukrm
dalam konteks kerjasama penge-
lolaan aset, sehingga menjadi jelas
dalam pertanggungjawaban aset
Pemprov Bali. Hal ini sering men-
jadi temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) lantaran tidak
adanya kepastian hokum dalam
konteks kerjasamapya lebih-lebih
masih terhadap aset Pemprov
yangbelumtercataL

Wayan Gunawan menambah-
kan, banyak aset Pemprov yang
digarap oleh masyarakat sudah
berpindah tangan tanpa ada
pemberitahuan. Di sinilah perlu.
nya adanya surat izin menggarap
yang diberikan pada masyarakat
penggarap. Setiap ada perpin-
dahan tangan menggarap harus
ada pemberitahuan baik pada
pemerintah kabupaten maupun
provinsi. " Kita berharap ini tidak
terjadi, harus ada pola kerjasa.
ma yang jelas sehingga ada
kepastian hokum dan ada tertib
administrasi dalam p€ngelolaan
aseti' pungkasnya. (adv)


